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GUBERNUR ACER 

PERATURAN GUBERNUR ACEH 
NOMOR O(p TAHUN 2023 

TENT ANG 

/ 

PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT 
PELAKSANA TEKNIS DAERJ\H BALAI TERNAK NON RUMINANSIA 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

GUBERNUR ACEH, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3), Pasal 73, 
Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 94 dan Pasal 96 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan 
Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang 
Pengelolaan ;Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit 
Pelaksana Teknis Daerah Balai Ternak Non Ruminansia; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan 
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 
Republik IndonesiaNomor 1103); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 
(Lembaran Negara Republik Indonesia· Tahun 2006 Nomor 62 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6841); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4738); 

11. Peraturan ... /2 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembara!l. Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang 
Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1213); , 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN 
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS 
DAERAH BALAI TERNAK NON RUMINANSIA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 
1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD 

adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis daerah 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai 
fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian 
dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. 

2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Ternak Non Ruminansia yang 
selanjutnya disebut UPTD BTNR adalah Unit Pelaksana Teknis 
Daerah Balai Ternak Non Ruminansia Dinas Peternakan Aceh. 

3. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat 
hukum yang bersifat istitnewa dan diberi kewenangan khusus untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan 
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. 

4. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh 
yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh. 

5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh. 
6. Fleksibilitas adalah keleluasaan d�lam pola pengelolaan keuangan 

dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan 
layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka 
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan 
bangsa. · 

7. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi 
berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka 
pemberian layanan yang berinutu, berkesinambungan dan berdaya 
saing. 

8. Anggaran ... / 3 
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8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat 
APBA adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Aceh. 

9. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA 
adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh. 

10. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah 
d?k1:1.men rencar:-a anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan 
d1saj1kan sebaga1 bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran 
SKPA. 

11. Persentase· Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi 
belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam BLUD. 

12. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada 
bank yang ditunjuk oleh Gubernur. 

13. Kelebihan Target Pendapatan adalah selisih lebih antara realisasi 
pendapatan dengan target pendapatan jasa layanan PPK BLUD. 

14. Pejabat Pengelola Keuangan Aceh yang selanj'.-1-tnya disingkat PPKA 
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Aceh yang 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBA dan bertindak 
sebagai bendahara umum Aceh. 

15. Pejabat Pengelola Sadan Layanan Umum Daerah adalah Pimpinan 
BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD 
yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis 
yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur pada BLUD yang 
bersangkutan. 

16. Pemimpin BLUD adalan Pemimpin BLUD yang berasal dari ASN 
dan/atau Tenaga Profesional Non ASN. 

17. Pejabat Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan 
adalah salah satu pejabat pengelola BLUD yang memiliki fungsi 
sebagai penanggungjawab keuangan, serta berkewajiban 
mengkoordinasikan penyusunan RBA, menyiapkan dokumen bisnis 
anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran BLUD, melakukan 
pengelolaan pendapatan dan belanja, menyelenggarakan pengelolaan 
kas, melakukan pengelolaan utang-piutang, menyusun kebijakan 
pengelolaan barang, aset tetap dan investasi, menyelenggarakan 
sistem informasi manajemen keuangan dan menyelenggarakan 
akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. 

18. Bendahara Penerimaan adalah pegawai yang ditunjuk untuk 
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan 
mempertanggung-jawabkan uang pendapatan BLUD. 

19. Bendahara Pengeluaran adalah pegawai yang ditunjuk untuk 
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan 
mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja BLUD. 

20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA 
adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan 
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran. 

21. Dokumen Bisnis Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DBA­
BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja, 
proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa yang 
sudah ditandatangani Pemimpin BLUD setelah menyesuaikan RBA 
berdasarkan hasil evaluasi TAPD dan digunakan sebagai 
pelaksanaan anggaran yang bersumber dari dana BLUD. 

22. Rencana K'erja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah 
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana 
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana 
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBA. 

23. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan 
tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode 
anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali. 

24. Belanja adalah semua pengeluaran dari · rekening kas yang 
mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode anggaran 
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh 
BLUD. 

25. Rekening .. . / 4 
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25. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang 
BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk 
menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran 
pengeluaran BLUD. 

26. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana 
lancar untuk memperoleh barang dan/ atau jasa untuk keperluan 
operasional BLUD. 

� 

27. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat 
ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam 
rangka pelayanan masyarakat. 

28. Besaran Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase 
perubahan. anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional 
yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan 
fluktuasi kegiatan operasional BLUD. 

29. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA 
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran 
selama 1 (satu) periode anggaran. 

Pasal 2 

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan 
keuangan pada BLUD UPTD BTNR. 

Pasal 3 

Peraturan Gubernur ini bertujuan memberikan kepastian hukum dalam 
pengelolaan keuangan pada BLUD UPTD BTNR. 

Pasal 4 

Ruang lingkup pengaturan de.lam Peraturan Gubernur ini meliputi: 

a. prinsip, penyusunan, penjabaran, pengajuan, penetapan BLUD, 
Fleksibilitas dan Perubahan RBA BLUD UPTD BTNR; 

b. pelaksanaan anggaran; 

c. Investasi; 

d. ambang bqtas; 

e. piutang dan utang/pinjaman; 

f. pengelolaan SiLPA; dan 

g. pelaporan dan pertanggungjawaban. 

BAB II 

PRINSIP, PENYUSUNAN, PENJABARAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, 
FLEKSIBILITAS DAN PERUBAHAN RENCANA BIAYA ANGGARAN BADAN 

LAY ANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI 
TERNAK NON RUMINANSIA 

Bagian Kesatu 
Prinsip-prinsip Penganggaran Badan Layanan Umum Daerah Unit 

Pelaksana Teknis Daerah Balai Ternak Non Ruminansia 

Pasal 5 

Penganggaran BLUD UPTD � BTNR berpedoman pada prinsip-prinsip 
sebagai berikut: 

a. RBA dan laporan keuangan disusun dan disajikan dalam 1 (satu) 
rekening se bagai bagian yang tidak terpisahkan dari APBA dan 
Laporan Keuangan Pemerintah Aceh; 

b. untuk pelayanan kepada masyarakat, BLUD diberikan fleksibilitas 
dalam penyusunan, penjabaran, pelaksanaan dan perubahan 
anggaran sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan 
daerah pada umumnya; 

c. BLUD UPTD BTNR menyusun rencana strategis bisnis untuk jangka 
waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman kepada rencana 
pembangunan jangka menengah Aceh; 

d. BLUD UPTD BTNR menyusun rencana bisnis anggaran tahunan 
mengacu kepada rencana strategis; 

e. seluruh ... / 5 
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e. seluruh pendapatan BLUD UPTD BTNR dapat digunakan langsung 
untuk membiayai belanja pelayanan dan pendukung pelayanan; 

f. pendapatan BLUD UPTD BTNR sebagaimana dimaksud pada huruf e 
meliputi seluruh pendapatan selain dari APBA; 

g. pagu anggaran BLUD UPTD BTNR dalam Rancangan Qanun tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan DPA yang sumber 
dananya berasal dari pendapatan BLUD UPTD BTNR sebagaimana 
dimaksud pada huruf f dan surplus anggaran BLUD UPTD BTNR, 
dirinci dalam 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu: 
1) belanja yang didanai dari Pendapatan BLUD U?TD BTNR dan dari 

saldo awal kas dicantumkan ke dalam ringkasan RBA dalam 1 (satu) 
kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan. 

2) satu kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah kegiatan 
peningkatan pelayanan BLUD UPTD BTNR. 

3) satu sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sub 
kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD UPTD BTNR. 

h. rincian lebih lanjut pagu anggaran BLUD UPTD BTNR sebagaimana 
dimaksud pada huruf g dituangkan dalam RBA; dan 

1. pada tahap pelaksanaan, RBA BLUD UPTD BTNR sebagaimana 
dimaksud pada huruf h merupakan Lampiran dan penjabaran dari DPA. 

Bagian Kedua 
Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum 

Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Ternak Non Ruminansia 

Pasal 6 

( 1) BLUD UPTD BTNR menyusun RBA tahunan mengacu kepada: 
a. rencana strategis bisnis; dan 
b. pagu anggaran BLUD dalam APBA. 

(2) Pada tahap perencanaan, RBA dan rincian RBA disusun internal 
untuk menentukan besarnya rencana kebutuhan dan sumber dana 
serta pagu anggaran BLUD yang diperlukan untuk menyelenggarakan 
pelayanan. 

(3) Pada tahap pelaksanaan, RBA merupakan penjabaran anggaran BLUD 
dari plafon anggaran yang tercantum di dalam APBA. 

Pasal 7 

(1) RBA disusun berdasarkan: 
a. anggaran berbasis kinerja; 
b. standar satuan harga; dan 
c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang 

diperkirakan akan diperoleh dari: 
1) layanan yang diberikan kepada masyarakat; 
2) hibah; 
3) hasil kerja sama dengan pihak lain dan/ a tau hasil usaha 

lainnya; 
4) APBA; dan 
5) sumber pendapatan BLUD lainnya. 

(2) Anggaran berbasis kinerja �ebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
merupakan analsis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian ouput 
dengan penggunaan sumber daya secara efisien. 

(3) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku. 

(4) Dalam hal standar satuan harga satuan untuk suatu unit barang/ 
jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum diatur dalam 
Keputusan Gubernur, standar harga dapat mengacu kepada standar 
harga nasional, regional, ataupun e-katalog. 

(5) Dalam hal standar satuan harga suatu unit barang/jasa belum diatur 
dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
Pimpinan BLUD dapat menetapkan standar satuan harga dengan 
mempertimbangkan aspek kewajaran dan rasion�litas. 

(6) BLUD ... /6 
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(6) BLUD dapat mengusulkan standar satuan harga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) ke dalam Keputusan Gubernur terkait standar 
satuan harga untuk tahun anggaran berikutnya. 

(7) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci 
menurut belanja operasi dan belanja modal. 

Bagian Ketiga 

Penjabaran Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah 
Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Ternak Non Ruminansia 

Pasal8 

Struktur Anggaran BLUD UPTD BTNR terdiri dari: 
a. Pendapatan BLUD UPTD BTNR; 

b. Belanja BLUD UPTD BTNR; dan 

c. pembiayaan
· 

BLUD UPTD BTNR. 

Pasal 9 

Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, bersumber 
dari: 
a. jasa layanan; 
b. hibah; 

c. hasil kerja sama dengan pihak lain; 
d. APBA; dan 
e. lain-lain pendapatan BLUD UPTD BTNR yang sah. 

Pasal 10 

(1) Pendapatan BLUD UPTD BTNR yang bersumber dari jasa layanan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa imbalan yang 
diperoleh dari jasa layanani.yang diberikan kepada masyarakat. 

(2) Pendapatan BLUD UPTD BTNR yang bersumber dari hibah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat berupa hibah 
terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau 
badan lain. 

(3) Pendapatan BLUD UPTD BTNR yang bersumber dari hibah terikat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan 
pemberian hibah dan sesuai dengan peruntukannya yang selaras 
dengan tujuan BLUD UPTD BTNR sebagaimana tercantum dalam 
naskah perjanjian hibah. 

(4) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama 
BLUD UPTD BTNR. 

(5) Pendapatan BLUD UPTD BTNR yang bersumber dari APBA 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d berupa pendapatan 
yang berasal dari DPA APBA. 

(6) Lain-lain pendapatan BLUD UPTD BTNR yang sah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, meliputi: 

. . 
a. Jasa giro; 
b. pendapatan bunga; 
c. keuntungan selisih nila� tukar rupiah terhadap mata uang asing; 
d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari 

penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh BLUD 
UPTD BTNR; 

e. investasi; dan 
f. pengembangan usaha. 

Pasal 11 

(1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) 
huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk 
meningkatkan layanan kepada masyarakat. 
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(2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian 
dari BLUD UPTD BTNR yang bertugas melakukan pengembangan 
layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung 
kegiatan BLUD UPTD BTNR. 

Pasal 12 

(1) Pendapatan BLUD UPTD BTNR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
ayat (6) huruf a sampai dengan huruf e dikelola langsung untuk 
membiayai pengeluaran BLUD UPTD BTNR sesuai RBA, kecuali yang 
berasal dari hibah terikat. 

(2) Pendapatan BLUD UPTD BTNR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan melalui Rekeping Kas BLUD UPTD BTNR. 

Pasal 13 

(1) Belanja BLUD UPTD BTNR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
huruf b terdiri atas: 
a. Belanja operasi; dan 
b. Belanja modal. 

(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
mencakup seluruh belanja BLUD UPTD BTNR untuk menjalankan 
tugas dan fungsi. 

(3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja 
pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain. 

(4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup 
seluruh belanja BLUD UPTD BTNR untuk perolehan aset tetap dan 
aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan 
untuk digunakan dalam kegiatan BLUD UPTD BTNR. 

(5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja 
tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, 
belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya. 

Pasal 14 

(1) Pembiayaan BLUD UPTD 6TNR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
huruf c terdiri atas: 
a. penerimaan pembiayaan; dan 
b. pengeluaran pembiayaan. 

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua 
penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang 
akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 
maupun pada tahun anggaran berikutnya. 

Pasal 15 

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) 
huruf a meliputi: 
a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; 
b. divestasi; dan 
c. penerimaan utang/pinjaman. 

Pasal 16 

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi: 
a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan; 
b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan; 
c. perkiraan harga; 
d. besaran persentase ambang batas; dan 
e. perkiraan maju a tau fonuard estimate. 

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran 
fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu. 

(3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar 
pelayanan rriinimal. 

Pasal 17 . . . /8 
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Pasal 17 

(1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat ( 1) huruf a, merupakan ringkasan 
pendapatan, belanja dan pembiayaan. 

(2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, merupakan rencana 
anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam 
satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan 
pembiayaan. 

(3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 
c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/ a tau jasa 
setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang 
ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan. 

(4) Besaran persentase arnbang batas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat (1) huruf d,.merupakan besaran persentase perubahan 
anggaran bersumber dari pendapatan nperasional yang 
diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi 
kegiatan operasional BLUD UPTD BTNR. 

(5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 
e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran 
berikutnya . dari tahun yang direncanakan guna memastikan 
kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan 
menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. 

Pasal 18 

(1) Pendapatan BLUD UPTD BTNR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diintegrasikan/ dikonsolidaskan 
ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatai:i daerah pada kode 
rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan 
asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD UPTD 
BTNR. 

(2) Belanja BLUD UPTD BTNR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD UPTD BTNR 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c dan 
huruf e dan SiLPA BLUD UPTD BTNR, diintegrasikan/ 
dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPA pada akun belanja daerah yang 
selanjutnya dirinci dalam •1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) 
sub kegiatan, 1 (satu) output dan jenis belanja. 

(3) Belanja BLUD UPTD BTNR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta 
kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan. 

(4) Pembiayaan BLUD UPTD BTNR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
huruf c diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPA 
selanjutnya diintegrasikan/ dikonsolidasikan pada akun pembiayaan 
pada satuan kerja pengelolaan keuangan Aceh selaku bendahara 
umum Aceh. 

(5) BLUD UPTD BTNR dapat melakukan pergeseran rincian belanja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu 
anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya 
disampaikan kepada PPKA. 

(6) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA. 
(7) Ringkasan RBA berisikan program, kegiatan dan sumber pendapatan, 

dan jenis belanja serta pembiayaan sesuai format RKA-K/L dan format 
DIPA BLUD. 

Bagian Keempat 

Pengajuan dan Penetapan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan 
Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Ternak Non 

Ruminansia 

Pasal 19 

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diintegrasikan/ 
dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA. 

(2) RKA ... /9 
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(2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah 
tentang APBA. 

" Pasal 20 

(1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 kepada Tim Anggaran Pemerintah Aceh untuk dilakukan 
penelaahan. 

(2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain 
digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBA untuk 
BLUD UPTD·BTNR. 

Pasal 21 

(1) Tim Anggaran Pemerintah Aceh menyampaikan kembali RKA beserta 
RBA yang telah dilakukan penelaahan se bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 20 ayat (1) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam Rancangan 
Qanun Aceh tentang APBA. 

(2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA 
mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan 
APBA. 

Bagian Kelima 

Fleksibilitas dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif 

Pasal22 

(1) Untuk memenuhi kebutuha.n pelayanan yang efektif dan segera, BLUD 
UPTD BTNR dapat melakukan perubahan pada rindan anggaran biaya 
dalam RBA definitif. 

(2) Perubahan pada rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan terjadinya 
perubahan plafon anggaran kegiatan yang tercantum dalam APBA dan 
DPA. 

(3) Perubahan pada rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) ditempuh melalui mekanisme sebagai berikut: 
a. pemimpin BLUD mengadakan perubahan rincian anggaran biaya 

dalam RBA berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang cepat dan 
mendesak untuk keperluan pelayanan; 

b. kebutuhan yang cepat dan mendesak sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, ditetapkan dalam rapat pimpinan BLtJD; 

c. perubahan rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dan ayat (2) dapat berupa pergeseran antar rincian 
anggaran biaya dan/ atau penambahan rincian baru karena adanya 
perkembangan kebutuhan pelayanan; 

d. pelaksanaan perubahan rincian anggaran biaya sebagaimana 
dimaksud pada huruf c dilaporkan kepada Dewan Pengawas BLUD 
dan kepada PPKD pada kesempatan awal; dan 

e. mekanisme dan prosedur perubahan rincian anggaran biaya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (3) 
ditetapkan dengan Peraturan Pemimpin BLUD. 

BAB III 
PELAKSANAAN ANGGARAN BAD AN LAY ANAN UMUM DAERAH UNIT 

PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI TERNAK NON RUMINANSIA 

Pasal 23 

BLUD UPTD BTNR menyusun DPA berdasarkan Qanun Aceh tentang 
APBA untuk diajukan kepada PPKA. 

Pasal 24 

(1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 memuat pendapatan, 
belanja dan pembiayaaan. 

(2) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD 
UPTD BTNR. 

Pasal 25 ... / 10 
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Pasal 25 

(1) DPA yang telah disahkan oleh PPKA sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber 
dari APBA. 

(2) P�laksanaan anggaran yang bersumber dari APBA sebagaimana 
d1maksud pada ay�t (1) gigunakan untuk belanja pegawai, belanja 
modal dan belanJa barang dan/ atau jasa yang mekanismenya 
dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dengan 
memperhatikan anggaran kas dalam DPA dan memperhitungkan: 
a. jumlah kas yang tersedia; 
b. proyeksi pendapatan; dan 
c. proyeksi pengeluaran. 

(4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan 
melampirkan RBA. 

Pasal 26 

(1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi · Lampiran perjanjian 
kinerja yang ditandatangani oleh Gubernur dan pemimpin BLUD 
UPTD BTNR. 

(2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain 
memuat kesanggupan untuk meningkatkan: 
a. kinerja pelayanan bagi masyarakat; 
b. kinerja keuangan; dan 
c. manfaat bagi masyarakat . 

.. 

Pasal27 

(1) Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin BLUD UPTD BTNR 
menyusun laporan pendapatan BLUD UPTD BTNR, laporan belanja 
BLUD UPTD BTNR dan laporan pembiayaan BLUD UPTD BTNR secara 
ber kala kepada PPKD. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat 
penyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD. 

(3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat penyataan tanggung 
jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPA menerbitkan 
surat permintaan pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan 
untuk disampaikan kepada PPKD. 

(4) Berdasarkan surat permintaan pengesahan pen.dapatan, belanja dan 
pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD melakukan 
pengesahan dengan menerbitkan surat pengesahan pendapatan, 
belanja dan pembiayaan. 

Pasal 28 

(1) Untuk pengelolaan kas BLUD UPTD BTNR, Pemimpin membuka 
rekening kas BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan 
untuk menampung penerhnaan dan pengeluaran kas yang dananya 
bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e. 

Pasal 29 

(1) Dalam pengelolaan kas, BLUD UPTD BTNR menyelenggarakan: 
a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas; 
b. pemungutan pendapatan atau tagihan; 
c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD; 
d. pembayaran; 
e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan 
f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan. 

(2) Penerimaan BLUD UPTD BTNR dilaporkan · setiap hari kepada 
Pemimpin melalui pejabat keuangan. 

Pasal 30 ... / 11 
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Pasal 30 

Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD UPTD BTNR melakukan pengelolaan 
keuangan paling sedikit memuat: 
a. pendapatan Clan belanja; 

b. penerimaan dan pengeluaran; 
c. utang dan piutang; 

d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan 
e. ekuitas. 

BAB IV 
INVESTASI 

Pasal 31 

( 1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi 
peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada 
masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan 
tetap memperhatikan rencana pengeluaran. 

(2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka 
pendek. � 

Pasal 32 

(1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 
(2), merupakan investasi yang segera dicairkan dan dimaksudkan 
untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. 

(2) lnvestasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek 
dengan memperhatikan rencana pengeluaran. 

(3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai 

dengan 12 (dua belas) bulan dan/ atau yang dapat diperpanjang 
secara otomatis; dan 

· 

b. surat berharga negara jangka pendek. 
(4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), meliputi: 

a. dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan; 
b. ditujukan untuk manajemen kas; dan 
c. instrumen keuangan dengan resiko rendah. 

Bagian Kedua 
Mekanisme Investasi 

Pasal 33 

(1) Pemimpin BLUD UPTD BTNR dapat menunjuk bank umum yang 
menjadi mitra BLUD UPTD BTNR dalam penempatan investasi atas 
persetujuan Kepala Dinas Peternakan Aceh sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a. 

(2) Bank Umum yang menjadi mitra BLUD UPTD BTNR harus terdaftar 
sebagai anggota institusi yang memiliki kewenangan dalam 
menentukan tingkat kesehatan bank umum sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Sebelum penempatan investasi jangka pendek BLUD UPTD BTNR 
pada bank umum ditetapkan, harus diatur dalam Peraturan 
Gubernur dan dinyatakan sah sebagai penempatan investasi jangka 
pendek BLUD UPTD BTNR. 

Pasal 34 

(1) Bank umum yang berminat sebagai mitra BLUD UPTD BTNR dalam 
penempatan investasi jangka pendek, dapat mengajukan permohonan 
kepada Pemimpin BLUD UPTD BTNR, dengan menyampaikan 
dokumen penawaran investasi jangka pendek berikut besaran bunga 
dan/ a tau bagi hasil. 

(2) Pemimpin ... / 12 
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(2) Pemimpin BLUD U.PTD BTNR beserta Pejabat Pengelola Keuangan 
BLUD mengeval�as1 dokumen permohonan yang diajukan oleh Bank 
ymum calon m1tra BLUD UPTD BTNR dalam penempatan investasi 
Jangka pendek, dengan mempertimbangkan kondisi kas BLUD UPTD 
BTNR. 

(3) H.asil e�aluasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
d1sampaikan kepada Pemimpin BLUD UPTD BTNR dan Kepala Dinas 
Peternakan Aceh untuk mendapat persetujuan . 

(4) H_asil evaluasi d.okume:p sebagaimana di�aksud pada ayat (2) 
d1gunakan sebagru �asar un�1;lk menentukan JUmlah uang dan jangka 
waktu penempatan mvestasljangka pendek pada Bank Umum. 

(5) Dalam hal permoh.onan Bank Umum disetujui, Pemimpin BLUD 
UPTD BTNR menunjuk Bank Umum yang menjadi mitra BLUD UPTD 
BTNR. 

(6) Pemimpin · BLUJ? UPTD BTNR dan Bank Umum yang ditunjuk 
seb�g��mana d1maksud pada ayat (5) menindaklajuti dengan 
PerJanJ1an. 

(7) �emimp�� BLUD UPTD BTNR dapat melakukan evaluasi terhadap 
mvestas1 Jangka pendek pada Bank Umum yang bermitra. 

(8) Investasi jangka pendek BLUD UPTD BTNR pada Bank Umum 
bersum ber dari : 
a. jasa layanan; 
b. hibah tidak terikat; 
c. kerja sama dengan pihak lain; dan 
d. lain-lain pendapatan BLUD UPTD BTNR yang sah dan tidak 

mengikat. 

Bagian Ketiga 
Hasil Investasi 

Pasal 35 

( 1) Hasil investasi merupakan pendapatan BLUD UPTD BTNR. 
(2) Pendapatan BLUD UPTD BTNR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran 
sesuai RBA. 

BABV 

AMBANG BATAS 

Pasal36 

( 1) Pengelolaan belanja BLUD UPTD BTNR diberikan Fleksibilitas 
dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan. 

(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan 
belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam 
ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif. 

(3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
dilaksanakan terhadap belanja BLUD UPTD BTNR yang bersumber 
dari pendapatan BLUD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf 
a, huruf b, huruf c, huruf e dan hibah tidak terikat. 

(4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupaka� 
besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampau1 
anggaran dalam RBA dan DPA. 

(5) Dalam hal belanja BLUD UPTD BTNR mela�paui ambang batas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terleb1h dahulu mendapat 
persetujuan Gubernur. 

(6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD UPTD BTNR 
mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBA kepada BPKA. 

Pasal 37 
(1) Besaran Persentase Ambang Batas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 36 ayat (4) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas. 

(2) Be saran ... / 13 
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(2) 
k
Bes:::i-ran Persez:itase Af!1bai:ig Batas memperhitungkan fluktuasi 

egiatan operas1onal mehputi: 
a. kecenderu�gan/tren selisih '.lnggaran pendapatan BLUD U.PTD 

BTNR selam APBA tahun berJalan dengan realisasi 2 ( dua) tahun 
anggaran sebelumnya; dan 

b. kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD selain APBA 
dengan prognosis tahun anggaran berjalan. 

(3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) d1cantumkan dalam RBA/Perubahan RBA dan DPA/ 
Perubahan DPA. 

(4) Pencantuman ambang betas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
berupa catatan yang memberikan informasi hesaran persentase 
ambang batas. 

(5) Persentase ambang batas sebagaiman� dif!la�sud. pada ayat (1) 
me�upakan k�butuhan y�ng dapat d1pred1ks1, d1capai, terukur, 
ras10nal dan d1pertanggungJawabkan. 

(6) Amb�ng batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan 
apab1la pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal g 

huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diprediksi melebihi target 
p�ndapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang 
d1anggarkan dan mendapat persetujuan Gubernur; 

(7) Format persetujuan Gube�nur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
terc<;lntum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terp1sahkan dari Peraturan Gubernur ini. · 

BAB VI 
PIUTANG DAN UTANG/PINJAMAN 

Bagian Kesatu 
Piutang 
Pasal38 

( 1) BLUD U.PTD BTNR mengelola piutang sehubungan dengan 
penyerahan barang, jasa, dan/ atau transaksi yang berhubungan 
langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD UPTD BTNR. 

(2) BLUD U.PTD BTNR melaksanakan penagihan piutang pada saat 
piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan. 

Pasal39 
(1) BLUD UPTD BTNR dapat memberikan piutang sehubungan dengan 

penyerahan barang, jasa, dan/ atau transaksi yang berhubungan 
langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD UPTD 
BTNR. 

(2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, e�onom�s,. transparan da� 
bertanggung jawab serta dapat membenkan mla1 tambah sesua1 
dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasar ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) BLUD UPTD BTNR melaksanakan penagihan piutang pada saat 
piutang jatuh tempo. 

(4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), BLUD UPTD BTNR menyiapkan bukti dan administrasi 
penagihan, menyelesaikan tagihan atas piutang. 

(5) Penagihan piutang sebagaimana .dimaksud ada ayat (3) yang sulit 
ditagih dapat dilimpahkan penag1hannya kepada Gubernur .dengan 
dilampiri bukti-bukti valid dan sah. 

Pasal 40 

(1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat. 
(2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 4 1 . .. / 14 
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Pasal 41 
Pros�dur Penghapusan piutang secara bersyarat adalah sebagai berikut: 
a. piutang. �LUD UPTD BTNR .Yang akan dihapuskan masuk dalam 

k�tegon p1utang macet sesua1 dengan kebijakan akuntansi. 
b. p�utang BLUD UPTD BTNR yang akan dihapuskan hanya dapat 

d1usu}�an set�la}1 ad�nya laporan hasil penelitian setempat dan 
penehtian adm1mstras1 oleh PPK-BLUD UPTD BTNR. 

c. laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
mengga!Ilb�rkan. kead8:an Debitur BLUD UPTD BTNR yang tidak 
dap�t di:ag1h lag1 dan dmsulkan untuk dihapuskan. 

d. P�m1mpm BLUD . UPTD BTNR .mengajukan usulan penghapusan 
p1utang �ak tertag1h atas.p.ersetuJuan Kepala Dinas Peternakan Aceh 
�epada Tim Penghapusan Pmtang Daerah untuk dilakukan verifikasi. 

e. tlm Penghapusan piutang daerah yang dibentuk dengan surat 
Keputusan Gubernur terdiri dari: 
1) unsur SKPA yang mengusulkan; 
2) Badan Pengelola Keuangan Aceh; 
3) Bappeda; dan 

4) Inspektorat. 
f. Hasil veri�ikasi Tim Penghapusan piutang daerah disampaikan 

kepada peJabat yang berwenang untuk ditetapkan menjadi surat 
keputusan penghapusan bersyarat sesuai jenjang kewenangannya. 

Pasal42 
(1) Penghapusan piutang secara bersyarat ditetapkan oleh: 

a. Pemimpin BLUD UPTD BTNR atas persetujuan Kepala Dinas 
Peternakan Aceh untuk nilai sampai dengan Rp200.000.000,00 
(dua ratus juta rupiah); 

b. Pemimpin BLUD UPTD BTNR dengan persetujuan Dewan 
Pengawas untuk nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); 

c. ditetapkan oleh Gubernur untuk nilai di atas Rp500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima 
milyar rupiah); dan 

d. ditetapkan oleh Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan 
Rakyat Aceh untuk nilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima 
milyar rupiah). 

(2) Dalam ha� Piutang BLUD UPTD BTNR dalam satuan mata uang 
asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai 
yang setara dengan kurs Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) 
hari sebelum surat pengajuan usul penghapusan oleh BPKA. 

(3) Penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dan huruf b berdasarkan pelirnpahan kewenangan Gubernur kepada 
Pemimpin BLUD UPTD BTNR yang selanjutnya ditetapkan dengan 

Keputusan Gubernur. 
Pasal43 

Prosedur penghapusan piutang secara mutlak adalah sebagai berikut: 
(1) Piutang BLUD UPTD BTNR yang telah dihapus secara ber�_yarat 

dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan secara mutlak Jlka: 
a. setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan 

penghapusan secara bersyarat; dan 
b. mengusulkan proses �penagihan ke Panitia Urusan Piutang dan 

Lelang Negara (PUPLN) oleh Pimpinan BLUD UPTD BTNR. 
(2) Hasil verifikasi dari PUPLN diajukan ke Gubernur oleh Pimpinan 

BLUD UPTD BTNR melalui BPKA untuk selanjutnya ditetapkan 
penghapusannya secara mutlak. 

Pasal 44 ... / 15 
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Pasal 44 
(1) Penghapusan secara mutlak, ditetapkan oleh: 

a. G1;-lbernur _untuk nilai sampai dengan Rp5.000 000 000 oo (I" m1lyar rupiah); dan 
· 

· , ima 
b. Gubern�r .dengan persetujuan Dewan Perwakilan R ky untuk m!a1 leb1h dari RpS.000.000.000,00 (lima milyar

a
ru 

afa�ceh 
(2) D.al<:-m !"ial Pmtang BLl}D UPTD BTNR dalam satuan mata ua� asin mlai p1utang yang d1hapuskan secara mutlak adalah nilaf an 

g 
se�a�a dengan kurs Bank In.donesia yang berlaku pada 3 (tiga) 

y
har� se e um tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh BPKA. 

Bagian Kedua 
Utang/Pinjaman 

Pasal 45 

(1) BLUD UPTJ? BTNR dap<:tt melakukan utang/pinjaman sehubun an 
d�

h
ng

l
an

l 
.kegiatan operas10nal dan/ a tau perikatan pinjaman den�an 

p1 a{ am. 
(2) U.t�g/pin�aman sebagaimana dimaksu.d pada ayat (1), berupa utang/ 

pmJaman Jangka pendek atau utang/ pmJaman jangka panjang. 

Pasal 46 
Utang dapat bersumber dari: 
a. Pemerintah Pusat; 
b. Pemerintah daerah lain; 
c. lembaga keuangan bank; 
d. lem baga keuangan bukan bank; dan 
e. perusahaan dan masyarakat. 

Pasal 47 

(1) Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) 
merupakan utang yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) 
tc:-hun yang timbu� karena kegiatan opera�i�:mal dan/ atau yang 
d1peroleh dengan tu Juan untuk menutup sehs1h antara jumlah kas 
yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan 
proyeksi juml�h pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

(2) Perribayaran utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang yang harus 
dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan. 

(3) Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat 
dalam bentuk perjanjian utang yang ditandatangani oleh pemimpin 
BLUD UPTD BTNR dan pemberi utang. 

(4) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD UPTD BTNR. 

Pasal48 

(1) Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) 
dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang 
berdasarkan nilai pinjaman. 

(2) Kewenangan persetujuan atas pinjaman/utang jangka pendek dalam 
bentuk uang/barang/jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan 
oleh: 
a. pemimpin BLUD UPTD BTNR atas persetujuan Kepala Dinas 

Peternakan Aceh untuk pinjaman/utang yang bernilai sampai 
dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah); dan 

b. pemimpin BLUD UPTD BTNR atas persetujuan dewan pengawas 
untuk pinjaman/utang yang bernilai di atas Rp25.000.000.000,00 
(dua puluh lima milyar rupiah). 

(3) Utang jangka pendek untuk jangka waktu pembayaran maksimal 1 
(satu) tahun ditetapkan oleh Pemimpin BLUD UPTD BTNR dan 
diketahui Pembina SKPA untuk BLUD UPTD BTNR yang tidak 
memiliki dewan pengawas. 

Pasal 49 ... /16 
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Pasal 49 
(1) BLUD UPTD BTNR waJ·ib membaya b d k k telah jatuh tempo. 

r unga an po o utang yang 
(2) Pemimpin BLUD UPTD BTNR dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan . pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah d1tetapkan dalam RBA. 
(3) P�lampauan pembayarap bunga dan pokok utang sebagaimana 

P
d1maksud pada ayat (2) dilaporkan dalam pembahasan RBA erubahan. 

(4) Dalam hal p��bayaran bunga dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo r:neleb1h1 anggaran yang tersedia dalam RBA Perubahan Pem1mpm BLUD UPTD BTNR dapat melakukan pelampaua� pembayaran dan melaporkannya dalam laporan realisasi anggaran kepada BPkA. 
BAB VII 

PENGELOLAAN SiLPA 
Pasal 50 

(1) Sis.a. lebih. perhitungan anggaran BLUD UPTD BTNR merupakan sehs1h leb1h antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran. 
(2) S�sa lebih perhitungan angg�r'.3-n BLUD UPTD BTNR sebagaimana 

d1maksud pada ayat (1) d1h1tung berdasarkan laporan realisasi 
anggaran pada 1 (satu) periode anggaran. 

(3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPTD BTNR sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dapat digunakan dalam tahun anggaran 
berikutnya, kecuali atas perintah Gubernur disetorkan sebagian atau 
seluruhnya ke kas Aceh dengan mempertimbangkan posisi likuiditas 
dan rencana pengeluaran BLUD UPTD BTNR. 

(4) Pemanfataan SiLPA BLUD UPTD BTNR dalam tahun anggaran 
berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan 
untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. 

(5) Pemanfataan SiLPA BLUD UPTD BTNR dalam tahun anggaran 
berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan 
untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme 
APBA. 

(6) Pemanfataan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPTD BTNR 
dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada aya� 
(5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahulu1 
perubahan APBA. 

(7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
mencakup: 

· 

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang 
anggarannya belum tersedia dan/ a tau belum cukup 
anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan 

b. keperluan mende�ak lainny<;l yang aI?abila . ditundakan 
menimbulkan kerugian yang leb1h besar bag1 pemenntah daerah 
dan masyarakat. 

Pasal 51 
(1) Penggunaan SiLPA BLUD UPTD BTNR dalam rangka peningkatan 

layanan BLUD UPTD BTNR. 
(2) Penggunaan SiLPA BLUD berpedoman kepada Rencana Strategi 

Bisnis dan Anggaran BLUD UPTD BTNR. 
(3) Penggunaan SiLPA BLUD UPTD BTNR mengikuti mekanisme APBA. 
(4) Penggunaan SiLPA BLUD UPTD BTNR dilaporkan dalam Laporan 

Keuangan BLUD UPTD BTNR. 
Pasal 52 

Hasil Perhitungan SiLPA BLUD UPTD BTNR dituangkan dalam Laporan 
Keuangan BLUD UPTD BTNR untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan 
Keuangan Pemerintah Aceh. 

Pasal 53 ... / 17 
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Pasal 53 

(1) SiLPA BLUD dapat dipergunakan oleh BLUD yang bersangkutan. 
(2) Penggunaan SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan pada tahun anggaran berikutnya. 
(3) Dalam hal SiLPA BLUD UPTD BTNR tidak dipergunakan pada tahun 

anggaran berikutnya, BLUD menggunakan SiLPA pada tahun 
tertentu sesuai Rencana Strategi Bisnis clan RBA BLUD UPTD BTNR. 

(4) SiLPA BLUD UPTD BTNR
" 
digunakan dalam rangka: 

b. �elaksanakan rencana strategis dan rencana bisnis yang telah 
d1tetapkan dalam rangka mencapai tujuan peningkatan layanan; 

c. menutup defisit pada tahun anggaran berjalan dalam hal 
realisasi pendapatan diproyeksikan lebih kecil dari pada realisasi 
belanja,; 

d. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja 
langsung; 

e. mendanai kewajiban kepada pihak ketiga yang sampai dengan 
akhir tahun anggaran belum diselesaikan; dan 

f. memenuhi kebutuhan pengeluaran BLUD UPTD BTNR pada saat 
tertentu dalam hal realisasi pendapatan BLUD UPTD BTNR tidak 
mencukupi untuk membiayai pengeluaran BLUD. 

Pasal5 4 

(1) Penggunaan SiLPA BLUD UPTD BTNR dituangkan dalam RBA dan 
RKA BLUD sebagai bahan penyusunan APBA atau Perubahan APBA. 

(2) RKA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
kepada BPKA sebagai bahan penyusunan Rancangan Qanun tentang 
APBA atau Perubahan APBA. 

(3) Penggunaan SiLPA ditue.ngkan dalam alokasi belanja pada DPA 
BLUD UPTD BTNR, meliputi: 
a. belanja operasi; dan 
b. belanja modal 

Pasal55 

(1) Penggunaa:n SiLPA BLUD UPTD BTNR dilakukan dengan 
memindahbukukan dana SiLPA dari Rekening Penerimaan BLUD 
UPTD BTNR ke Rekening Pengeluaran BLUD UPTD BTNR. 

(2) Penggunaan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat 
(4) huruf e dikembalikan ke Rekening Penerimaan BLUD UPTD BTNR 
paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

Pasal 56 

(1) SiLPA BLUD UPTD BTNR dilaporkan dalam Laporan Perubahan 
Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Aceh dalam Laporan Keuangan 
Pemerintah Aceh. 

(2) SiLPA BLUD UPTD BTNR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan bagian dari ekuitas dana dalam Neraca Laporan 
Keuangan Pemerin tah Aceh. 

Pasal 5 7  
• 

(1) Penggunaan SiLPA BLUD UPTD BTNR merupakan obyek 
pemantauan dan evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan. 

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
BPKA dan Kepala Dinas Peternakan Aceh terkait. 

(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan an tar a lain un tuk: 

a. mengetahui kesesuaian penggunaan SiLPA dengan perencanaan; 
dan 

b. darnpak penggunaan SiLPA terhadap peningkatan layanan BLUD 
UPTD BTNR. 

BAB VIII ... / 18 
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BAB VIII 

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 
Pasal 58 

(1) BLUD UPTD BTNR menyusun laporan dan pertanggungjawaban 
berupa laporan keuangan. 

(2) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas: 
a. laporan realisasi anggaran; 
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 
c. neraca; 
d. laporan operasional; 
e. laporan arus kas; 
f. laporan perubahan ekuitas; dan 
g. catatan atas laporan keuangan. 

(3) Laporan keuangan BLUD UPTD BTNR sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) disusun berdasafkan standar akuntansi pemerintahan. 

(4) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan ticiak mengatur jenis 
usaha BLUD UPTD BTNR, BLUD UPTD BTNR mengembangkan dan 
menerapkan kebijakan akuntansi. 

(5) BLUD UPTD BTNR mengembangkan dan menerapkan kebijakart 
akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diatur dalam 
Peraturan Gubernur. 

(6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai 
dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil 
atau keluaran BLUD UPTD BTNR. 

(7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh 
pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 59 

( 1) Pemimpin BLUD UPTD BTNR menyusun laporan keuangan 
semesteran dan tahunan. 

(2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah 
periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan review oleh SKPA yang 
membidangi pengawasan di Aceh. 

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPA, 
untuk selanjutnya diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam laporan 
keuangan Pemerin tah Aceh. 

(4) Hasil review sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan 
kesatuan dari laporan keuangan BLUD UPTD BTNR. 

Pasal 60 

(1) Ketentuan format pengelolaan keuangan BLUD UPTD BTNR meliputi: 
a. format RBA pendapatan, belanja dan pembiayaan; 
b. format RKA pendapatart, belanja dan pembiayaan; 
c. format DPA pendapatan, belanja dan pembiayaan; 
d. format laporan pendapatan, belanja dan laporan pembiayaan; 
e. format surat permintaan pengesahan pendapatan, belanja dan 

pembiayaan; 
f. format surat pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan 
g. format laporan keuangan BLUD UPTD BTNR: 

1. laporan realisasi anggaran; 
2. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 
3. neraca; 
4. laporan operasional;" 
5. laporan arus kas; 
6. laporan perubahan ekuitas; dan 
7. catatan atas laporan keuangan. 

(2) Format ... / 19 
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(2) Format pengelolaan keuangan BLUD UPTD BTNR sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II 
:YC\ng merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur 
lnl. 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 61 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Aceh. 

Diundangkan di Banda Aceh 
pada tanggal, J.i Februari 2023 

� Sya 'ban 1444 

�EKRETAR!S DAERAH ACEHji . 

. 

Bt:MI 

Ditetapkan di Banda Aceh 
pada tanggal, J..).. Februari 2023 

� Sya 'ban 1444 

'fri· GUBERNUR ACEH� 

ACHMAD MARZUKI 

BERITA DAERAH ACEH TA(:-IUN 2023 NOMOR (; 
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LAMPIRAN I 
PERATURAN GUBERNUR ACEH 
NOMOR � TAHUN 2023 
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN 
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS 
DAERAH BALA! TERNAK NON RUMINANSIA.-----------

. 
· ···� , 

. . .. 
I. FORMAT SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN AMBANG BATAS .. . . . .... .. .. ... ... .. ... . 

BADAN LAY ANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 
BALAJ TERNAK NON RUMINANSIA DINA� Pg"[EB.-Nft., K...1� .. N ACEI-1 

SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN AM8ANQ BATAS 
BADAN LA YANAN UMUI'vt DAERAH UNIT PE�AI5�A�ATEKNIS I:)A£RAH 

BALAl TERNAK NON RUM
I
NANSJA 

Tan<Yoal : ................. Nomor: ................. . 
Pernirnpin BLUD UPTD BTNR ...................................... memohon kepada : ................... . 
Gubernur Aceh selaku Keoala Daerah 
Agar rnengesahkan dan menyen�jui penggunaan AmbangJ:3a�s sejurnlah 

l Target RP ....................... . 
2 Pendapatan Rp_· · ::.·.:.: ·.:. · ·.:·.· · ·.:· · · ·::.: .. 

3 Besaran Persentase Realisasi _Bela11ja Rp_ .. ,,., .... , .. _,.,.,,,,.,_,_ l 
4 Saldo Akhir ;RP ........................ i 

Sei isih An2:2:aran Rp....................... · Tahun A.n2:2:aran ............................. . 
Besaran Persentase Ambane: Batas 

xx ........................ xx ................. . 
Target Pendaoatan Besaran Persentase Realisasi Belania 

Kode Rekening I Jumlah Kode Rekening I Jurrtlah 
.Jumlah pendapatan ! Rp................ Jurrtlah Belania ! Ro ............... . 

Penerirnaan Pembiayaan 
Kode Rekening I Jurnlah 

J uml ah Peneri maan I Ro ................ . 

�\MW\DA T AW AHED\2023\DISNAK\KEP .GUB\FEB 

Pene:eluaran Pembiavaan 
Ko de Rekeni ng I J um! ah 

Jurnlah Pene:eluaran ! Ro ................. . 

· · : .. .-·.· .. • •• • • ... • .. • .. • ... '.>..: .. :·
.
· · · · ·:· · ·.· · .· · · · ·.-·.-·:.· · · · · · ·.-:. 20 

Gubernur Aceh �·
· ,... . . . . .. . ... ... . 

ACHMAD MARZUKI 



LAMPIRAN II 

PERATURAN GUBERNUR ACEH 
NOMOR t;(p TAHUN 2023 
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN 
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS 
DAERAH BALA! TERNAK NON RUMINANSIA.-----------

A. FORMAT REA PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 

PEMERINTAH PROVINS! ACEH 

No 

1 

BLUD UPTD BALA! TERNAK NON RUMINASIA 
RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 

Uraian 

2 
PENDAPATAN 

Jumlah (Rp) 
20x.x 

3 
,_______ ------- ------------------ ---- --------- ·-·---------·---··-·----------· --·-------

--
-1-J __ a _s _a _L _a_,,_y _a_n _a _n _____

_________ ___ ___ ----------- ·--------·--·--- ---- -·--·-·-

a .... -------· ------- - ---------- - - ------------- - - --"--------------------.. ····------·---· ·---- ···-··----------
b . ... -�------------------+-----------
c . ... 

dst. 1---1----- -----------------f------- ·--- ---- - -··--- - -- ----·- -·- ---
Hasil Kerja Sama �--l---- -----------�----·--·-

---- _a ._ .. _. -------------------�--1- ------- ------------·- - - - - - -----
b . ... ----- -- ------- ----- ------

__ . _ _._c_. _ .. _. -------- ----------1----- ---- ---- - --- ------ -·-· - -------- · ---- -
dst. ---->-------·-------------------- -- ---- ·--------------------

APBD 
· -·--_a_ .. _ . .  ___ ___ _ _ _____ ___ ___ __ _ t...__ _____ ____ ·------ ------------------ --· 

b .... �- ...::._-'----------------·--+-------------------
c . ... 

,_____ --------------------+------------·-----------
dst. 

_____ 
�����-��_!!l_pen�aEatan _BLUD yang sah 

•----1-_a._._ . . __________________ _ .-1-----------------------

b .... ---- ·--------- --- ·- · -···---·-·-----------·· ---- -·- --------·------ ---- ----·--·---------------· ··--
c . ... -----------------------·--------'-- ------ ---- ---- --------- ---------- -- --- -

---- ��!.:_--·--------------------·--· ------�-----·-·- ·----·----- ----------'-·· ---·--· --- ----
BELANJA 

-----BE 

LAN JA OPERAS I 

_____ __________ _____ ---------·--·-- -·----·-·-- · -- ----------··--·----·-··-·-·------··-··· ··---· 
�-- -------------- - ---- -- -- --·- - -- -------- --·-· ----- -:----- ·--·--- ···-···----------·--

___ . __ l!��_!lja Pega��.!_ ___ ____ _______ _________ -- --------· -··----- ----�-·--------·--- ------··--·---··· -···--·--·· 
1-----4-a_ ._. _ .. _ ___________ _______ _________ ___ -- - -----------·--- ------------ ---·-··- -·------·-·-· -
�---- _1?_:_:..:.: _______ . ___ · -------·--··- -····----------------- ---------- ·-------------- ----- --- --- -----·---·-··----·-- ---·------·---·--·-··-

1- -· --'-c _. _ .. __ . --------·--------- ------·------------------ ------------------ ---- - -
dst 1--·---'·----------------·--- --------l---- --·-·--- ------------··------· -

, ___ ..._B_e_l_a_n�j�8: Barang d�n J asa ------------'----- - ---·-----··--·------ ----·-·· -- - ··· ·· ----··-·· ·--·-· 
,_ __ _,_a_ ._._ .. ____ _ ________ ____________ - ----------·-- ·------·--------··---

- - - - �:._-- ------------------------'--- ------------ ---------------------··----·------------
c . ... ·--·------------------------· 

-- --+-d _s _t _ ___ -------------------- ------ ---· -·-·------ ---------------
Belanja Bunga ----------+--------·-- - ------------- - - - ----· --

� --- �a_. _._ .. ___________ ________ 4 _ _ _____ _ ______ _ ___ _ 

,__ __ ___, _b_. _. _ .. _ __ �-----------------·--l--------·- -· -------- -· -----·---
�----1-c.:...:'_:'.:...:"---------------·- ·-+---------------------

dst 
---�----

�---l-=B_;::_el=a=n�ja::...c::..:la=i=n-'-l=a=in ___________ __ .___. _________________________ _ 

a . ... l------+- ---------- ---'-------------------------

1----- 1-b_._. _ .. _ _____________ ________ ._ __ _ ______________ ··--- - -· -
,__ __ __,__c ._. _. ·-- - -------- --·------ �---------------------------------

dst 



No Uraian 
Jumlah (Rp) 

20xx 

1 2 3 

BELANJA MODAL 
-----

Belanja Tanah 
- -� - ------- --- ----·------ ---

a . ... 
- ------ - -----

b . . . . 
-·-----

c . . . . 

dst 

Belanja Peralatan dan Mesin 

a . .. .  

b . . . . 

c . . . .  

dst 
-·-

Belanja Gedung dan Bangunan 

a . . . . 
·-

b . . .. 
--

c . . . .  
� ·-- -----------·----------··-----

dst 
-

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 
------

a . .. . 
------ ----- -

b . . . . 
-

c . . . .  
----------------

dst ----1--. - - - ----------·-·---

.__ 
Belanja Aset Tetap Lainnya 

-----------

a . ... 
---·-

b . . .. 

c . ... ------- ·---

dst 

Belanja Aset Lainnya --------------

a . . . .  
·-----

b . . . .  

c . .. . 

dst 

Jumlah 

Surplus/(Defisit) 



No Uraian 
Jumlah (Rp) 

20xx 

1 2 3 

PEMBIAYAAN 
�-- - ----------------------·-

PENERIMAAN DAERAH 
·------·------·--

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan 
------ --··--------------

Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 
-

(SiLPA) 
Divestasi 

·---·----------·---------

Penerimaan Utang/Pinjaman 
-·------

Jumlah 
·-------·---

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 
-

- - -

Investasi 
Pembavaran Pokok Utang/Pinjaman 

Jumlah 

Pembiayaan Netto 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 
-----

Berkenaan (SiLPA) 

. . . . . . . . .. . .. . ... . , . . . ... . ......... . . . . . . . . . .  . 

PEMIMPIN BLUD UPTD BTNR, 

(ttd) 

(nama lengkap) 
NIP . .. . . . .. . . .. . . . .. ..... . . . . . . . . . . . . . : . .  



B. FORMAT RKA PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALA! TERNAK NON RUMINANSIA 

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA 

P&RANGKAT DAERAll Formullr 

Pemerintah Aceh Tahun AnHaran RKA - RINCIAN B&LANJA SKPD 

: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 

Urusan Pemerintahan 
Bidang Urusan 
Program 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS! 
Capaian Program 

Kegiatan 
Organisasi 
Unit 
Alokasi Tahun 
Alokasi Tahun 
Alokasi Tahun 

3.27.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 
3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan 
3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan 

Tar et 

Kelompok Sasaran Kegia : BLUD UPTD BTNR 

Sub Kegiatan 
Lokasi 
Waktu Pelaksanaan 

Keluaran Sub Kegiatan 

Kode Rekenine 
I 

le:, 
' """" ' 
le:, (\1 QQ 

5.1.01.99.99 
5.1.01.99.99.9999 

37377 
5.1.02.99 
5.1.02.9.9.99 
5.1.02.99.99.9999 

5.2 
38474 
5.2.05.99 
5.2.05.99.99 
5.2.05.99.99.9999 

mcian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daen 

: 3.27.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Sumber Pendanaan Pendapatan dari BLUD 
: Kab. Aceh Besar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 
: Januari s.d. Desember 

:I Indikator Target 
aah BLUD yang Menvediakan Pelavanan dan Penuniang Pelavl 1 Uni Keria 

Uraian I Rincian Perhitungan Jumlah 
I I Koefisien Satuan Harsza PPN 

Bw-1 4N rA JP'"'·Mt.a. 11'1-
l �-t ... lan;a o ... naw,q; ,..,_ 
B•'•ni" Dan•wAi 1' 11'1-
Belania Pe11:awai BLUD Rp. 

Belania Pel!awai BLUD Rp. 

111 Belania Pegawai BLUD Rp. 
-1 Belania Peszawai Blud 

Belania Pe11:awai BLUD fBL 1 Tahun 0 0 Ro. 

Belania Baran11: dan Jasa Rp. 

Belania Barane dan Jasa BLUD Rp. 

Belania Baran" clan Jasa BLUD Rp. 

Belania Baran!! clan Jasa BLUD Rp. 

f#l Belania Baran" dan Jasa BLUD Rp. 

f-1 Belania Baran11: clan Jasa BLUD 
Belania Baransz clan Jasa E 1 Tahun 0 0 Ro. 
BELANJA MODAL Rp. 

Belania Modal Aset Tetap Lainnva Rp. 

Belania Modal Aset Tetao Lainnva BLUD Rp. 

Belania Modal Aset Tetap Lainnya BLUD Rp. 

Belania Modal Aset Tetao Lainnva BLUD Rp. 

1#1 Belania Modal BLUD Rp. 

11-1 Belania Modal I 
Belania Modal Aset Tetao U 1 Tahun 0 0 RP. 

Jumlah An1rnaran Sub Kegiatan :Rp. 

Jumlah Total An1U1:aran Kegjatan : Rp. 

Aceh, Tanggal 
Kepala Dinas Peternakan 



C. FORMAT DPA PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 
UNIT PEI..AKSANA TEKNIS DAERAH BALA! TERNAK NON RUM!NANS!A 

DOKUM!tlf PltLA.KSANA ANGGARA.N SATUA!f KltRJA 

PltRANGKAT DAERAH 

Pemerintah Aeeh Tahun An aran 

: 3 VRVSAN PEMER!NTAHAN PILIHAN 

P'ormul!r 

RKA • RINCIAl'I BltLA.NJA SKPD 

Urusan Pemerintahan 
Bidang Vrusan 
Program 

: 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTAN!AN 

Capaian ProRTam 

Kegiatan 
Organisasi 
Unit 
Alokasi Tahun 
Alokasi Tahun 
Alokasi Talmn 

: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS! 

Indikator 
Lapcarnya kebutuhan operasionaj 

: 3.27.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLVD 
: 3.27.0.00.0.00.0'.<!.0000 Dinas Peternakan 
: 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan 

Kelompok Sasaran Ke�ia : BLVD UPTD BTNR 

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Sub Kegiatan : 3.27.01.1.10.01 Pclayanan dan Penunjang Pelayanan BLVD Sumber Pendanaan Pendapatan dari BLVD 
Lokasi 
Waktu Pelaksanaan 

Keluaran Sub Kegiatan 

Kode Rekenin" 
I 

I c 1 
'"�"''' 
I� 1 n1 aa 

5.1.01.99.99 
5.1.01.99.99.9999 

37377 
15.1.02.99 

5.1.02.99.99 

5.1.02.99.99.9999 

5.2 
38474 
5.2.05.99 
5.2.05.99.99 
5.2.05.99.99.9999 

: Kab. Aceh Besar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 
: Januari s.d. Desember 

: I Indikator Tani.et 
Uumlah

. 
BI,UD vanR Menvediakan Pelavanan dan Penunian11 Pelavanrul 1 Uni Keria 

Uraian I Rincian Perhitunoan 
I I Koefisien Satuan Har11.a PPN 

I REI ANJA OPERA:" 
B••n-;o U•nnwo; 
RC'""'" u•nowo; B l.IJD 
Belania Pe11awai BLVD 
Belania Pe1mwai BLVD 
#l Belania Pe11.awai BLVD 

IT-1 Belania Pe2awai Blud 
Belania Peoawai BLVD 181 1 Tahun 0 0 

Belania Sarani! dan Jasa 
Belania Baran11. d1µ1 Jasa BLVD 
Belania Baran" dan Jasa BLVD 
Belania Baran2 dan Jasa BLVD 
#1 Belania Baran" dan Jasa BLVD 
-l Belania Bar<mo dan Jasa BLVD 

Belania. Baran11. dan Jasa E 1 Tahun 0 0 

BELANJA MODAL I 
Belania Modal Aset Tetao Lainnva 
Belania Modal Aset Tetao Lainnva BLVD 
Belania Modal Aset Tetao Lainnva BLVD 
Belania Modal Aset Tetao Lainnva BLVD 
1#1 Belania Modal.BLVD I 
1-l Belania Modal .1 I 
Belania Modal Aset Tetao II 1 Tahun 0 0 

Jumlah Anlll!'aran Sub Kell.iatan : 
Jumlah Total An11..11:aran Ke"iatan : 

Jumlah 

1'1>-
In-
In-
Rp. 
R1>. 

Rp. 

Ro. 

R1>. 
Rl>. 
Rp. 

Rp. 

Rp. 

Ro. 
Rp. 

Ro. 
Ro. 
Rp. 
Ro. 

Rp. 

Ro. 
Rp. 
Ro. 

Aceh, Tanggal 
Kepala Dinas Peternakan 



-. 

D. FORMAT LAPORAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBAYARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 
UNIT PELAKSANA TEKN!S DAERAH BALA! TERNAK NON RUMINANS!A 

No 

1 

No 

l 

No 

1 

No 

1 

Uraian 

2 
PENDAPATAN 

J asa Lay an an 

Hi bah 

Hasil Kerja Sama 

Pendapatan BLUD yang sah 

Jumlah 

BEL.ANJA 

BELANJA OPERAS! 

Belanja Pegawai 

Uraian 

2 
Belanja Barang dan Jasa 
Belanja Sunga 
Belanja Lain-lain 

BELANJA MODAL 
Belanja Tanah 
Beianja Peralatan dan Mesiil 
Belanja Oedung dan Bangunan 

PROVINS! ACEH 
TAHUN ...... 

LAPORAN PENDAPATAN, BEL.ANJA DAN PEMB!AYAAN 
TAHUN ANGGARAN ........................................... .. 

/\!lggaran 
dalam DPA 

3 

Anggaran 
dalam DPA 

3 

Jumiah !Roi 
1<ea11sas1 S/ a 

...... 141 
4 

l<CallSQSl .... I:> I 
ini 

5 

Jumlah !Roi 

Realisasi s/ d Realisasi .... (5) 

...... 141 ini 
4 5 

1<eal1sas1 
.... (6) ini 

6 =14+5) .... 19 

Realisasi 
.... 161 ini 

6 •14+5) .... (9 

Balanja Jalan, lrigasi dan Jaringan 
Belanja Aset Tetap Lainnya 
Beiania Aset Lalnnva 

Jumlah 
Surolus/Defisit 

Uraian 
Anggaran 

dalam DPA 
2 3 

PEMB!AYAAN 
PENERIMAAN PEMBIAYAAN 
Penghitung Sisa Lebih 
Perhitungan Anggaran 
Tahun Anggaran Sebeiumnya 
(SiLPA) 
Divestasi 
Penerimaan 
Utan2/Piniaman 

Jumlah 

Uraian 
Anggaran 

dalam DPA 
2 3 

PENOELUARAN 
PEMB!AYAAN 
Lnvcstasi 
Pembayaran Pokok 

Utan•/Piniaman 
Jumlah 

Pembiavaan Netto 
Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran Tahun Berkenaan 

l iSilPAl 

Jumlah IRol 

Realisasi s/ d Realisasi .... (5) 
...... 141 ini 

4 5 

Jumlah IRol 

Realisasi s/ d Realisasi .... (5) 
...... (41 ini 

4 5 

Mengetahui 
Kepala Dinas Petemakan Aceh 

(name. lcngkap) 
NIP . .............................. . 

Realisasi 
.... 161 ini 

6 •14+51. ... 19 

Realisasi 

.... 161 ini 
6 •14+51 .... 19 

Bertambah I IBerkuran•I 

Rp % 
7=13·51 .... 1101 8= i6/31x!OO .. I 1 ll 

Bertambah I IBerkuranRI 

Ro % 
7•13·5) .... (10) 8= 16/31x100 .. 1111 

Bertambah I IBerkuranll:I 

Ro % 

7•13-51 .... l lOI 8• 16/31x100. fill 

Bertambah I IBerkuranll:l 

Ro % 
7=13-51. ... 1101 8• 16/31x100. 1111 

Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah 

(nama lcngke.p) 
NIP . ............................. .. 

I 

I 
I 

I 

I 

i 



;; _ 

E. FORMAT SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN, BELANJA 

DAN PEMBIAYAAN (SP3BP) BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 
BALAI TERNAK NON RUMINANSIA 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ............................ (1) 

............................. (2) 

SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

Tanggal: .......... (3) Nomor : ............ (4) 

Kepala SKPD ............................. (5) memohon kepada: 

Bendahara Umum Daerah selaku PPKD 

agar mengesahkan dan membukukan pendapatan, belanja dan pembiyaan sejumlah 

1 Saldo Awal Rp ................................... (6) 

2 Pendapatan Rp ................................... (7) 

3 Belanja Rp ................................... (8) 

4 Saldo Akhir Rp ................................... (9) 

Untuk Bulan ..................... (10) Tahun Anggaran ........................... (11) 

Dasar Pengesahaan : Urusan Organisasi Nama BLUD 

(12) ........................... . . ....... . ................. . . . ..................... . .. ........................... (13) 

Program, Kegiatan 

xx . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . ...... . .  xx ............................ ... (14) 

Pendapatan Belanja 

Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah 

........................... (15) Rp ........................... (16) ........................... (17) Rp ........................... (18) 

Jumlah Pendapatan Rp ........................... (19) Jumlah Belanja Rp ........................... (20) 

Penerimaan Pembiavaan Pengeluaran Pembiayaan 

Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah 

........................... (21) Rp ........................ (22) ........................... (23) Rp ........................... (24) 

Jumlah Penerimaan Rp ........................ (25) Jumlah Pengeluaran Rp ........................... (26) 

Pembiayaan Pembiayaan 

.......................... , ........................... 20 ...... (27) 
Kepala ................... (28) 

(ttd) 
( Nama lengkap) 

NIP .......................... . 



F. FORMAT SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 
(SP2BP) BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 
BALAI TERNAK NON RUMINANSIA 

PEMERINTAH 

SURAT PENGESAHAN 
PENDAPATAN, BELANJA DAN 

PEMBIAY AAN BLUD 

PROVINS!/ KABUPATEN/ KOTA ........... (1) Nama .............. (7) 

..
.
.

.
.

. . . .
..

.
. (8) 

1----" ._ .. � .. _ .. _ .. _ .. _ . .  _ . .  _ .
.. _ .. _ .. _ .. _ . .  _ . .  _ . .  _ . . .  _ . .  _ . .  _ .. _ .. _ .. _ . .  _ ... -' . ._2,___� 

BUD/ Ku as a BUD 

Nomor 
Tanggal 
Kade BLUD 
Nama BLUD 

.............. (3) 

.
............. (4) 

.............. (5) 

.............. (6) 

Tanggal 
Nomor 
Tahun Anggaran 

.............. (9) 

.............. (10) 

Telah disahkan pendapatan dan belanja sejumlah: 

Saldo Awal 
Pendapatan 
Belanja 
Saldo Akhir 

Rp ...................... (11) 
Rp ...................... (12) 
Rp ........

.
...........

.
. (13) 

R ...................... 14 

Telah disahkan pembiayaan sejumlah: 

Penerimaan Pembiayaan : Rp ...................... (15) 
Pen eluaran Pembia aan : R ........

.
............. 16 

........... , ............... 20 ....... (17) 

...................................... (18) 

(tanda tangan) 

(nama lengkap) 
NIP ................................ . 



G. 1. FORMAT LAPORAN REALISAS! ANGGARAN SADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKN!S DAERAH 

BALA! TERNAK NON RUM!NANS!A 

NO 

1 

2 

3 
4 
5 

6 
7 

8 
9 

10 

11 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 
31 
32 

33 

34 

35 

36 
37 

38 
39 
40 
41 

42 

43 

44 

46 

47 

48 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD BTNR 
LAPORAN RltALISASI ANGGARAN 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DltNGAN 31 DESltMBltR ...... DAN ..... 

(Dalam Rupiah) 

URAIAN Anggaran Reall.aaal 
(%) 

20 ..... 20 .... 
PENDAPATAN 

Pendapatan jasa layanan dari masyarakat xxx xxx xxx 

Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/ entitas pelaporan xxx xxx xxx 
Pendapatan hasil kerja sama xxx xxx xxx 

Pendapatan hibah xxx xxx xxx 

Pendapatan Use.ha Jainnya xxx xxx xxx 
Jumlah Pendapatan (2 a.d 6) xxx xxx xxx 

BE.LANJA 
BltLANJA OPERAS! 

Belanja Pegawai xxx xxx xxx 

Belanja Barang xxx xxx xxx 

Bunga xxx xxx xxx 
Belanja Lain-lain xxx xxx xxx 

Jumlah Belanja Operas! (11 a.d 14) xxx xxx xxx 

BELANJA MODAL xxx xxx xxx 
Belanja Tanah xxx xxx xxx 

Belanja Pcralatan dan Mcsin xxx xxx xxx 

Belanja Gedung dan Bangunan xxx xxx xxx 

Belanja Jalan, lrigasi dan Jaringan xxx xxx xxx 

Belanja Aset Tetap Lainnya xxx xxx xxx 

Belanja Aset Lainnya xxx xxx xxx 
Jumlah Belanja Modal (18 a.d 23) xxx xxx xxx 

Jumlah Belanja (lS + 24) xxx xxx xxx 

SURPLUS I DEFISIT xxx xxx XlCX 

PEMBIAYAAN 
PENERIMAAN 
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 

Penerimaan Pinjaman xxx xxx xxx 

Penerimaan dari Divestasi xxx xxx xxx 

Penerimaan Kembali Pinjaman kepada pihak lain xxx xxx xxx 

Jumlah Penerimaan Pemblayaan dalam Neceri (31 a.d 33) xxx xxx xxx 

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN xxx xxx xxx 

PENGELUARAN 
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 

Pembayaran Pokok Pinjaman xxx xxx xxx 

Pengeluaran Penyertaan Modal xxx xxx xxx 

Pemberian Pinja.man Kepada Pihak Lain xxx xxx xxx 

Jumlah Penerimaan Pemblayaan Dalam Neceri xxx xxx xxx 

JUMLAH PENGELUARAN Pl!:MBIAYAAN XXlt xxx xxx 

PltMBIAY AAN NETO xxx xxx xxx 

xxxx xxxx xxxx 

Reallaaal 

20 .... 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 
xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 
xxx 

xxx 

xxx 
xxx 

xxx 

xxx 

xxx 
xxx 

XX'.X 

xxx 
xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 
xxx 
xxx 

xxx 

xxxx 



G.2 FORMAT LAPORAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH BADAN LAYANAN 

UMUM DAEAAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI TERNAK NON RUMINANSIA 

NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

BADAN LAYANAN UMUM UPTD BTNR 

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 

PER 31 DESEMBER 20Xl DAN 20XO 

URAIAN 20Xl 

Saldo Anggaran Lebih Awal xxx 

Penggunaan SAL (XXX) 

Subtotal ( 1 - 2) xxx 

Sisa Lebih Anggaran/Kurang Pembiayaan Anggaran xxx 

(SilPA/SiKPA) 

Subtotal (3 + 4) xxx 

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun xxx 

Sebelumnya 

Lain-lain xxx 

Saldo An,rn:aran Lebih Akhir ( 5 + 6 + 7) xxx 

20XO 

xxx 

(XXX) 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 



: 

G.3 FORMAT NERACA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 
BALAI TERNAK NON RUMINANSIA 

BLUD UPTD BTNR 
NE RA CA 

PER DESEMBER 20XX DAN 20XX 
(dalam Rupiah) 

No Uraian 20XX 20XX 
1 ASET 

2 
3 ASET LANCAR xxx xxx 
4 Kas di Bendahara Pengeluaran xxx XX,'( 

5 Kas Pada BLUD xxx xxx 
6 I<as Lainnya Setara Kas xxx xxx 
7 Investasi Jangka Pendek Badan Layanan Umum xxx xxx 
8 Piutang dari Kegiatan Operasional Sadan Layanan Umum xxx xxx 

9 Piutang dari Kegiatan Non Operasional Sadan Layanan Umum xxx xxx 
10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (xxx) (xxx) 
11 Belanja dibayar dimuka xxx xxx 
12 Vang Muka Belanja xxx xxx 
13 f>ersediaan :Sadan Layanan Umum xxx xxx 
14 Jumlah Aset Lancar (4 s/d 13) xxx xxx 

15 
16 ASET TETAP 
17 Tan ah xxx xxx 
18 Gedung dan Bangunan xxx xxx 
19 Peralatan dan Mesin xxx xxx 
20 Jalan, Irigasi, dan Jaringan xxx xxx 
21 Aset Tetap Lainnya xxx xxx 
22 Konstruksi Dalam Pengerjaan xxx xxx 
23 Akumulasi Penyusutan (xxx) (xxx) 
24 Jumlah Aset Tetap ( 17 s/ d 23) xxx xxx 

25 
26 PIUTANG JANG KA PANJANG 
27 Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx 
28 Tagihan Tuntutan Ganti Rugi xxx xxx 

29 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (xxx) (xxx) 
30 Jumlah Piutang Jangk.a Panjang (27 s/d 29) xxx xxx 

31 
32 ASET LAINNYA 
33 Kemitraan dengan Pihak Ketiga xxx xxx 

34 Dana Kelolaan xxx xxx 

35 Aset yang dibatasi Penggunaannya xxx xxx 
36 Aset Tak Berwujud xxx xx.x 

37 Aset Lain -lain (xxx) (xxx) 
38 Jumlah Aset Lainya (33 s/d 38) xxx xxx 

39 
40 
41 JUMLAH ASET (14+24+30+39) xxxx xxxx 



·NO 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

KEWAJIBAN 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD BTNR 

NE RA CA 

PER 31 DESEMBER •..... DAN ..... 

URAIAN 

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 
Utang Usaha 
Utang Pihak Ketiga 
Utang Pajak 
Utang Kepada KUN 
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 
Belanja yang masih harus dibayar 
Pendapatan Diterima Dimuka 
Utang Jangka Pendek Lainnya 

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (46 s/ d 53) 

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 

Utang Jangka Panjang 
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (57) 

JUMLAH KEWAJIBAN (54 + 58) 

EKUITAS 

Ekuitas 
JUMLAH EKUITAS (62) 

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (59 + 63) 

(Dalam Rupiah) 

20 .... 20 .... 

xxx xxx 

xxx xxx 

xxx xxx 

xxx xxx 

xxx xxx 

xxx xxx 

xxx xxx 

xxx xxx 

xxx xxx 

xxx xxx 

xxx xxx 

xxx xxx 

xxx xxx 

xxx xxx 

xxxx xxxx 



G.4 FORMAT LAPORAN OPERASIONAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS 

DAERAH BALA! TERNAK NON RUMINANSIA 

No 

1 

2 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
11 
12 
13 

14 

15 

17 

18 

19 
20 

21 

22 
23 
24 
25 

26 

46 
47 

48 

49 

50 

52 

54 

55 

56 

57 
58 
59 
60 
61 
62 

BLUD UPTD BTNR 

LAPORAN OPERASIONAL 

UNTUK TAHUNAN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20Xl dan 20XO 

URAIAN 20xl 20x0 
Kenaikan I 
Penurunan 

KEGIATAN OPERASIONAL 

PENDAPATAN 

Pendapatan jasa layanan dari xxx xxx xxx 

akuntasi/ entitas pelaporan xxx xxx xxx 

Pendapatan hasil kerja sama xxx xxx xxx 

Pendapatan hibah xxx xxx xxx 

Pendapatan Usaha lainnya 

Pendapatan APBN / APBD xxx xxx x:xx 

xxx xxx xxx 

JUMLAH PENDAPATAN (10) xxx xxx xxx 

BEBAN 

Beban Pegawai xxx xxx xxx 

Be ban Persediaan xxx xxx xxx 

Beban Jasa xxx xxx xxx 

Beban Pemeliharaan xxx xxx xxx 

Beban Langgana Daya dan Jasa xxx xxx xxx 

Beban Perjalan Dinas xxx xxx xxx 

Beban Penyusutan Aset xxx xxx xxx 

Beban Bunga xxx xxx xxx 

Jumlah Beban (17 s/d 24) xxx xxx xxx 

Surplus/Defisit Operasional ( 12-25) xxx xxx xxx 

KEIATAN NON OPERASIONAL 

Surplus/Desfisit Penjualan Aset Nonlancar 
xxx xxx xxx 

(Kerugian) Penurunan Nilai Aset xxx xxx xxx 

= xx.x xxx 

Lainnya 
... u1vu. .. .an r:>UrtrJ.JUr:>/JJ.C..l'J.OJ.J. 

DARI KEGIATAN NON xxx xxx xxx 

n'P'li".�A�:UnNAT. 1e::n .. A "1:41 
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS xxx xxx xxx 

POS LUAR BIASA 
Pendapatan Luar Biasa XX,'{ xxx xxx 

Beban Luar Biasa xxx xxx xxx 

JUMLAH POS LUAR BIASA (59 s.d. 60) x:xx xxx xxx 

SURPLUS/DEFISIT-LO (56 + 611 xxx xxx xxx 

(%) 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

)00{ 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 



• 

• 

G.5 FORMAT LAPORAN ARUS KAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 

BALA! TERNAK NON RUMINANSlA 

No 

1 

2 
3 

4 

5 

6 
7 
8 
9 

10 

11 

12 
13 
14 

15 

16 
17 
18 

19 
20 
21 
22 
23 

24 

25 

26 
27 

28 

29 
30 
31 
32 
33 
34 

35 

36 

37 

38 

39 
40 
41 
42 
43 

44 
45 

BLUD UPTD BTNR 

LAPORAN ARUS KAS 

UNTUK TAHUNAN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER20Xl dan 20XO 

Metode Langsurtg 

URAlAN 20xl 20x0 

Ams Kas dari Aktivitas Operasi 

Ams Masuk Kas 

Pendapatan APBN xxx xxx 

Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat Pendapatan jasa 
xxx x.xx 

layanan dari entitas akuntasi/ entitas 

Pelaporan xxx xxx 

Pendapatan hasil kerja sama xx:x xxx 

Pendapatan hibah xxx xxx 

Pendapatan Usaha lainnya xx:x xxx 

Jumlab Arus Masuk Kas (3 s/ d 8) xxx xxx 

Ams Keluar Kas 

Pembayaran Pegawai xxx xxx 

Pembayaran Jasa xx:x xxx 

Pembayaran Pemeliharaan xxx xxx 

Pembayaran langganan Daya dan Jasa xxx xxx 

Pembayaran Perkjlanan Dinas xxx xxx 

Pembayaran Bunga xxx xxx 

Jumlab Arus Keluar Kas ( 11 s / d 1 7) xxx xxx 

Arus Kas Bersib dari Aktivitas Operasi (9- 19) xxx xxx 

Arus Kas dari Aktivitas lnvestasi 

Arus Masuk Kas 

Penjualan atas Tanah xxx xxx 

Penjualan atas Peralatan dan Mesin xxx xxx 

Penjualan atas Gedung dan bangunan xxx xxx 

Penjualan atas Jalan, Irigasi dan jaringan xxx xxx 

Penjualan Aset Tetap lainnya xxx xxx 

Penjualan Aset lainnya xxx xxx 

Penerimaan dari Divestasi xxx xxx 

Penerimaan Penjualan Investasi dala 

Sekuritas 
xxx xxx 

Jumlah Arus Masuk Kas (22 s/ d 29) xxx xxx 

Arus Keluar Kas 

Perolehan Tanah xxx xxx 

Perolehan Peralatan dan Mesin xxx xxx 

Perolehan Gedung dan Bangunan xxx xxx 

Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan xxx xxx 

Perolehan Aset tetap Lainnya xxx xxx 

Perolehan Aset Lainnya xxx xxx 

Pengeluaran Penyertaan Modal xxx xxx 

Pengeluaran Pembelina Investasi dalam Bentuk 
xxx xxx 

Sekuritas 
Jumlab Arus Masuk Kas (32 s/ d 39) xxx xxx 

Arus Kas Bersih dari Aktivitas lnvestasi (30 - 40) xxx xxx 

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan 

Arus Masukr Kas 

Penerimaan Pinjaman xxx xxx 

Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pihak Lain xxx xxx 

Jumlah Arus Masuk Kas 144 s/d 451 xxx xxx 



• 

.. 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

Arus Keluar Kas 

Pembayaran Pokok Pinjaman 

Pemberian Pinjaman Kepada Pihak Lain 

Penyetoran ke Kas Negara 

Jumlah Arus Keluar Kas (48 s/ d 50) 
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan 

(46 - 51) 
Arus kas dari Aktifitas Transitoris 
Arus Masuk Kas 

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 

Jumlah Arus Masuk Kas (55) 
Arus Keluar Kas 

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 

Jumlah Arus Keluar Kas (58) 
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris 

(55 - 58) 
Kenaikan/Penurunan Kas BLUD 

( 19+4 l + 52+60) 

Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD 

Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD (61 +62) 

xxx xxx 

xxx xxx 

xxx xxx 

xxx xxx 

xxx xxx 

xxx xxx 

xxx xxx 

xxx xxx 

xxx xxx 

xxx xxx 

xxx xxx 

xxx xxx 

xxx xxx 

xxx xxx 

xxx xxx 

xxx xxx 
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G.6 FORMAT LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALA! TERNAK NON RUMINANSIA 

NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

BLUD UPTD BTNR 

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20Xl DAN 20XO 

URAIAN 20Xl 20XO 

EKUITAS AW AL xxx xxx 

SURPLUS/ D EFISIT-LO 
xxx 

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN xxx 

KEBIJAKAN / KESALAHAN MEND ASAR: 

KOREKSI NILA! PERSEDIAAN xxx xxx 

SELISIH REVALUASI ASET TETAP xxx xxx 

LAIN-LAIN xxx xxx 

EKUITAS AKHIR xxx xxx 

PEMIMPIN BLUD UPTD BTNR 



• 
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................. X 

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan ............ . ...................... X 

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan .. . .................................... X 

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan ...... . ....................... X 

BAB II PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN BLUD UPTD BTNR .................... X 

2.1. Laporan Realisasi Anggaran .......................... . ... ............................................ X 

2.2. Laporan Operasional . ............... . .. . ............. . ......................... . . . . . . . . .................. X 

2.3. Laporan Perubahan Ekuitas ............................ . ....... ...... ..... ...... . ..................... x 

2.4. Neraca .............................................................. . . . . . ........................................ X 

BAB Ill PENUTUP ...................................................................................................... X 

ACHMAD MARZUKI 


